SALINAN|
I

BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 127 TAHUN 2019

TENTANG

PELAKSANAAN RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN
BERKELANJUTAN/SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (RAD TPB/SDGs)
KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2019-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANAH LAUT,

Menimbang : a. bahwa Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable
Development Goals (TPB/SDGs) merupakan dokumen
yang memuat tujuan dan sasaran global yang berfungsi
sebagai pedoman dalam menyusun kebijakan untuk
meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat, menjaga
keberlanjutan kehidupan sosial, menjaga kualitas
lingkungan hidup dan melaksanakan tata kelola yang
mampu meningkatkan kualitas kehidupan dari satu
generasi ke generasi berikutnya;

b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor
59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan
Pembangunan  Berkelanjutan/Sustainable Development
Goals (TPB/SDGs), mengamanatkan kepada
Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi dan
Pemerintah Kabupaten/Kota, Filantropi dan pemangku
kepentingan lainnya  untuk mengimplementasikan
Pencapaian target target TPB/SDGs melalui Rencana
Aksi Nasional dan Daerah yang telah ditetapkan;

c. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 029 Tahun
2019 tentang Pelaksanaan Pencapaian Rencana Aksi
Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable
Development Goals (TPB/SDGs) Provinsi Kalimantan
Selatan  Tahun  2018-2021 menyebutkan  bahwa
Bupati/Walikota berkewajiban menyusun matrik Rencana
Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/
Sustainable Development Goals kabupaten/kota dengan
mengacu kepada Rencana Aksi Nasional Tujuan



Mengingat

: 1.

Pembangunan Berkelanjutan dan dokumen perencanaan
lainnya sebagai bagian dari Rencana Aksi Daerah Tujuan
Pembangunan  Berkelanjutan/Sustainable Development
Goals (TPB/SDGs) Provinsi;

bahwa berdasarkan persetujuan Bupati atas Telahaan Staf
kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Tanah Laut tanggal 7 Oktober 2019 perihal
Mohon saran untuk menerbitkan Peraturan Bupati Tanah
Laut tentang Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development
Goals (TPB/SDGs) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 -
2024 maka perlu menetapkan peraturan Bupati;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, huruf b, huruf ¢ dan huruf d perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan
Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan/ Sustainable  Development Goals (RAD
TPB/SDGs) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 - 2024;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat
II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan
mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9)
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun
2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 33);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran



10.

11.

12.

13.

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang
Penguatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat
di Daerah (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5107);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun
2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 3);

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 136);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan  Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana



Menetapkan

14.

15.

16.

Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 029 Tahun
2019 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Rencana Aksi Daerah
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable
Development Goals (RAD TPB/SDGs) Provinsi Kalimantan
Selatan Tahun 2018-2021 (Berita Daerah Provinsi
Kalimantan Selatan Tahun 2019 Nomor 029);

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016
Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah
Laut Nomor 25);

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024
(Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019
Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah
Laut Nomor 33);

MEMUTUSKAN

PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN RENCANA
AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN
BERKELANJUTAN/SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS
(RAD TPB/SDGs) KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2019-

2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

o

Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan
oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi
seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah  Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintah Daerah pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah
Laut.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat
Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Tanah Laut.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD
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11.

12.

13.

14.

adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut selaku
pengguna anggaran/barang.

Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Tanah Laut.

Pembangunan Daerah adalah rangkaian penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Tanah Laut.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals
yang disingkat TPB/SDGs adalah dokumen yang memuat tujuan dan
sasaran global Tahun 2019 sampai Tahun 2024.

Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang
selanjutnya disingkat RAD TPB adalah dokumen yang memuat
program dan kegiatan rencana kerja 5 (lima) tahunan di tingkat
kabupaten untuk pelaksanaan berbagai kegiatan yang secara langsung
dan tidak langsung mendukung pencapaian TPB yang sesuai dengan
sasaran pembangunan daerah.

Evaluasi adalah penilaian yang sistematis dan objektif atas
implementasi dan hasil dari pelaksanaan RAD TPB/SDGs yang telah
selesai.

Matriks Rencana Aksi Daerah Pelaksanaan Pencapaian Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals yang
selanjutnya disingkat Matriks RAD TPB/SDGs adalah dokumen
rencana Kkerja yang memuat target, arah kebijakan, dan strategi
pencapaian TPB/SDGs Kabupaten Tanah Laut.

Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan
RAD TPB/SDGs serta mengidentifikasi dan mengantisipasi
permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil
tindakan sedini mungkin.

Pasal 2

RAD TPB bertujuan untuk :

1) penanggulangan kemiskinan, kelaparan dan kesenjangan;

2) mencegah bumi dari degradasi lingkungan;

3) menciptakan kesejahteraan dan terpenuhinya kebutuhan hidup;

4) menciptakan kedamaian dan pelibatan sosial bebas dari rasa bahaya dan

takut; dan

5) kemitraan untuk pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Pasal 3

Dokumen Penyusunan Rencana Aksi Daerah TPB/SDGs bertujuan
memberikan panduan bagi seluruh kepentingan dalam menyusun
TPB sehingga dihasilkan produk dokumen, rencana aksi yang jelas,
operasional dan selaras dengan kebijakan nasional.



Pasal 4

Matriks RAD TPB/SDGs menjadi pedoman bagi SKPD di Lingkup Pemerintah
Kabupaten Tanah Laut serta menjadi acuan bagi para pemangku
kepentingan dalam upaya pencapaian target dan indikator TPB/SDGs.

Pasal 5

RAD TPB/SDGs meliputi 4 (empat) Pilar dan 17 (tujuh belas) Tujuan, yaitu :
1. Pilar Pembangunan Sosial :
Tujuan 1 : Tanpa Kemiskinan.
Tujuan 2 : Tanpa Kelaparan.
Tujuan 3 : Kehidupan Sehat dan Sejahtera.
Tujuan 4 : Pendidikan Berkualitas.
Tujuan S : Kesetaraan Gender.
2. Pilar Pembangunan Ekonomi :
Tujuan 7 : Energi Bersih dan Terjangkau.
Tujuan 8 : Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi.
Tujuan 9 : Industri, Inovasi dan Infrastruktur.
Tujuan 10 : Berkurangnya Kesenjangan.
Tujuan 17 : Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.
3. Pilar Pembangunan Lingkungan :
Tujuan 6 : Air Bersih dan Sanitasi Layak.
Tujuan 11 : Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan.
Tujuan 12 : Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab.
Tujuan 13 : Penangan Perubahan Iklim.
Tujuan 14 : Ekosistem Lautan.
Tujuan 15 : Ekosistem Daratan.
4. Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola :
Tujuan 16 : Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh.

Pasal 6

(1) Tim Koordinasi Daerah dan Kelompok Kerja Pilar Pembangunan Sosial,
Pilar Pembangunan Ekonomi, Pilar Pembangunan Lingkungan dan
Pilar Pembangunan Hukum dan Tata kelola melakukan asistensi,
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Matriks RAD TPB/SDGs dalam
lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

(2) Tata Cara pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pencapaian Matriks
RAD TPB/SDGs Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019-2024 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(3) Jika dikemudian hari terdapat evaluasi pada dokumen ini, maka Tim
Koordinasi Daerah dan Kelompok Kerja Pilar Pembangunan Sosial, Pilar
Pembangunan Ekonomi, Pilar Pembangunan Lingkungan dan Pilar
Pembangunan Hukum dan Tata kelola dapat melakukan kaji ulang
sesuai dengan aturan yang berlaku.



Pasal 7
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 23 September 2019

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH BUPATI TANAH LAUT,
Ttd
ALFIRIAL S#, MH H. SUKAMTA

NIP. 19750203 199903 2 008

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 23 September 2019

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd

MUHAMMAD DARMIN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2019 NOMOR 127



